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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 3% /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023, rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang
mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus
mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang
Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota  tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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c. melaporkan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota
sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah  hasil evaluasi ditandatangani oleh  Gubernur
Sumatera Selatan.

Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua,
Tim Evaluasi melaksanakan tugas sesuai amanat Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

: Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pelaksanaan tugasnya
diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Standar Biaya
Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 3® Yei 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

7N -

Ir. S.A SUPRIONO
NIP.196406071990031007
PEMBINA MADYA/IV.d

1. Menteri Dalam Negeri RI c¢.q. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Paleﬁnbang

3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang ‘

4. Anggota Tim Evaluasi di Palembang.




